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Tabrani Bongkar Kedok
Provinsi Keprl

Dnsmyallr kemgman bupatl menjadlkan

Kabupaten Kepri menjadl provinsi terkait  nyelidikan dan penyidikan

potensu penggalian pasir laut di daerah yang

L i e
. JAKARTA — Isu KKN
dan suap yang menyelimuti
pembentukan Provinsi Ke-
pulauan Riau (Kepri) sema-
kin dibuka lebar. Ketua Ad
Hoc Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah, Prof Dr
Tabrani Rab, Rabu (21/8),
mendatangi = Kejaksaan
Agung untuk melaporkan
temuan BPK mengenai pe-
nyelewengan dana APBD
sebesar Rp 87,2 miliar de-

ngan pelaku Bupati Kepri
Huzrin Hood.

Kepada pers kemarm
Tabrani mengatakan dalam
pertemuan-dengan Kasub-
dit Tindak Pidana Khusus
Djoko Santoso di Kejak-

' gung ternyata masalah pe-
nyelewengan tersebut sudah
di tangan Kejakgung. “Ke-
jaksaan Agung telah mem-

berikan instruksi kepada

Kejati Riau untuk memben-

berdekatan dengan Slngapura but dikucurkan. Tokoh ma-

AR i A-g.,~-

tuk tun khusus guna mena-‘
. ngani’ kasus itu. Bahkan'

- Kejati Riau sudah membuat’
| surat perintah operasi inte-
| lijen yustisial yang dikelu-

'arkan pada 'i21 Agustu 34

+2002,”" katanya.: B

Untuk itu, Tabram men:
desak kepada Mendagri un-

tuk segera menonaktifkan:

Bupati . Keppri: Huzrin :
Hood! “Sesuai peraturan
pemerintah No 108 yang isi-

‘nya menyatakan setiap bu-

pati yag bermasalah bisa’

‘ dmonaktlfkan selama’r masa’

penyelidikan. Hal ini sangat .
penting dilakukan supaya
tersangka tidak memiliki,
kewenangan untuk melaku-
kan penghilangan bukti ser-
ta melakukan penekanan

kepada pihak-pihak terkait fni,'Huzrin sangat berke-

dan melankan diri,” ujar-
nya. "
"Menurut Tabram tldak

tertutup kemungkman dana,. §
‘tersebut juga mengalir kei
Pansus Pembentukan Pro- |

vinsi Kepri DPR RIL; Mahka

mah Agung, dan Depar;:-
temen Dalam Negeri, guna’

memuluskan Kepri menjadi
provinsi. “Banyak kejang- .

galan-kejanggalan yang ada**

selama ini, seperti pemben-
tukan pansus Keppri yang
sama sekali tidak mengin-

dahkan Gubernur Riau dan.

DPRD TK I Selain itu ma-
salah fatwa MA, serta pu-
tusan PTUN, banyak ke-

.butlr ¢.PP No0.129/2000 dia-
tur . salah satu’ prosedur -
pembentukan daerah’ada-.
lah melalui usulan yang di-
'sampalkan kepada peme-
rintah'cq. Mendagri dengan
~dilampirkan hasil peneliti- .
an-daerah dan persetu]uan
: DPRD: provms1, DPRD ka-
. bupaten/kotg‘ yang, berada
dalam wxlath provinsi
s dunaks]rd ;yang dltuangkan 5
,daIam? eputusan DPR :
: ngga kini; keputusan”
DPRD: 'yang " leajlbkan"
oleh PP No0.129/2000 untuk
pembentukan Propinsi Ke-’
pri tersebut.tidak pernah

]anggalan ”katanya g
Tabrani berharap dari pe-

Ke]aksa?n bisa terbongkar
+ kemana'aliran dana terse-

. syarakat Riau itu mensinya-
lir, kemgman Huzrin'Hood
untuk menjadikan Kabu-:
paten Kepri: menJadJ; pro-.
vinsi; terk;ut potensi peng-
i gahan pasir laut di daerah
!yang berdekatan dengan
mgapura itu. ;
Pasalnya untuk menggah
.pasir dalam radius 4-12 mil
'laut, harus mendapat izin
gubernur “Izin penggalian

‘pasir 0-4 mil itu harus men-  diterbitkan. Pasalnya pihak
dapatkanizin bupati. Kalau DPRD Riau ‘memang-tidak .
4-12 mil harus izin guber- menyetu]umya, Sehingga "
‘nur, Sedangkan 12 mil ke " cukup mengherankanketl--'
/atas harus izin ke pemerin-" ka DPR bisa menerima dan
‘tah,pusat. Nah yang paling membahas RUU Ke

sebut di awal’:

‘banyak pasirnya,itu 4-12 2
-,Masalah’ penyuapan se~

‘il Kalau 0-4 mil jika diek-
i sp;mtasx akan berhadapan ]umlah pejabat i ini temyata"
(dengan nelayan,” paparnya. “ tldak ‘hanya '
Karenaitu, lanjut Ta-bra- -

inginan; untuk menjadikan’ | DPR
Kabupaten Kepri menjadi‘ meng '
ovinsi karena ingin me,ng-‘,“‘; juta per ; ‘
ambil keuntungan dari pe-' “tertentu’; yang mgm, ‘agar’

_~nambangan pasir lauf ter- per]uangan pembep.tpkan ‘
ehut “Bahkan saya’ men—; - Provinsi; Kepula;.;an) iau
duga Smgapura berada di * (Kepri) direstui de:
belakang ‘Huzrin Hood ka—v ; Ketua,_\DPR

Tena Singapura sebagai im- Chaidir, MM, Selasa
. portir pas1r terbesar’ dar1 -mengakuj . adanya upaya ;

- Keprij'katanya: plhakqpl.hak tertentu'mela-"

- Ide pembentukan Propm-‘ © kukan penyuapanterhadap’ ,
siRiau ini pada hakikatnya - beberapa dnggota dewan‘

tidak sesuai dengan keten- - agar menyetujui terbentuk-"

tuan hukum yang diatur da-
lam UU No 22 Tahun 1999 .
tentang Pemerintahan Da-

‘nya. ,Propmsx Kepri; ‘dan
bahkan ia sudah melapor-
kan kasus ini kepada Men-

erah dan’PP No 129 Tahun dagri Hari Sabamq !
2000 tentang Persyaratan Dikabarkan uang pehcm
Pembentukan dan Kriteria itu diserahkan melalui seo-
Pemekaran, Penghapusan, rang oknum anggota badan
dan Penggabungan Daerah. strategls tmgkat pusat
+Dalam Pasal 16 ayat (1) pl e lone,
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